
BUPATI BANGLI 
PROVINSI BALI 

PERATURAN BUPATI BANGLI 
NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTANG 

BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA DAN KELURAHAN 
TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGLI, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan perlu 
diberikan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dan 
Kelurahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa dan Kelurahan 
Tahun Anggaran 2015; 

:1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1655); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomo 4588); 



Memperhatikan 

Menetapkan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Susunan Organisasi Kelurahan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangli Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3); 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2); 

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 
2014 Nomor 12); 

12.Peraturan Bupati Bangli Nomor 56 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 
Nomor 56); 

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 140/ 161/SJ tanggal 26 
Januari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan 
Desa; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG BAGIAN HASIL PAJAK DAN 
RETRIBUSI KEPADA DESA DAN KELURAHAN TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli. 
2. Bupati adalah Bupati Bangli. 



3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

4. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat 
daerah kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 

5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

6. Pemerintah kelurahan adalah perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan. 

7. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. 
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD 

adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

10. Bantuan keuangan adalah bagian keuangan daerah yang 
diberikan kepada desa sebagai salah satu sumber pembiayaan 
program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan 
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan desa dan 
kelurahan agar mampu membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan Desa dan Kelurahan, 
Pemerintah Kabupaten memberikan bagian hasil pajak dan 
retribusi sebesar Rp. 3.3OO.444.2OO,OO (tiga miliar tiga ratus 
juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah). 

(2) Bagian basil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah dari: 

a. Bagian Hasil Pajak Rp. 1.024.155.410,00 (satu miliar 
dua puluh empat juta seratus lima puluh lima ribu empat 
ratus sepuluh rupiah) 

b. Bagian Hasil Retribusi Rp 2.276.288.79O,OO (dua miliar 
dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh 
delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) 

Pasal 3 

( 1) Bagian Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf a merupakan dana yang diberikan kepada Desa dan 
Kelurahan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan serta untuk pengamanan dan peningkatan 
penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di wilayah 
masing-masing. 

(2) Besaran bagian basil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pembagiannya diatur secara merata dan proporsional. 



(3) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari 
keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk 
masing-masing desa dan kelurahan, sedangkan pembagian 
secara proporsional, yaitu 40% (empat puluh perseratus) 
diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas 
wilayah, dan realisasi pajak. 

(4) Besaran bagian hasil pajak masing-masing desa dan 
kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

(1) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf b merupakan dana yang diberikan kepada Desa 
dan Kelurahan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan serta untuk pengamanan 
dan peningkatan penerimaan retribusi di wilayah masing­ 
masing. 

(2) Besaran bagian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) pembagiannya diatur secara merata dan proporsional. 

(3) Pembagian secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) yaitu sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari 
keseluruhan alokasi dana diberikan sama jumlahnya untuk 
masing-masing Desa dan Kelurahan, sedangkan pembagian 
secara proporsional, yaitu 40% (empat puluh perseratus) 
diberikan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah 
dan realisasi retribusi 

(4) Besaran bagian hasil retribusi masing-masing Desa dan 
Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Pencairan bagian hasil pajak dan retribusi kepada Desa dan 
Kelurahan berpedoman pada mekanisme yang berlaku pada 
masing-masing item kegiatan bagian hasil pajak dan retribusi 
Daerah Kabupaten kepada Desa dan Kelurahan. 

BAB III 
PELAPORAN 

Pasal 6 

Setiap Perbekel/Lurah wajib menyampaikan laporan 
penggunaan bagian hasil pajak dan retribusi kepada Bupati 
Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 
Kabupaten Bangli paling lambat minggu keempat bulan 
Januari Tahun Anggaran berikutnya. 



BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

.. 
1m1 mulai berlaku pada tanggal 

Diund 
pada 
SEKR 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli. 

Ditetapkan di Bangli 
pada tanggal 6 Januari 2015 
BUPATI BANGLI, 

y E- 
I MADE GIANYAR 

angli 
uari 2015 

KABUPATEN BANGLI, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 3 
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